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Abstrak 
Pengembangan Sistem Informasi Desa ini bertujuan meningkatkan good government di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Alasan Desa Gondosuli dipilih untuk pengembangan Sistem Informasi Desa dikarenakan selama ini belum optimal sebagai media integratif dalam membangun desa. Metode pengembangan dengan memberikan bimbingan teknis dalam bentuk penerapan pengisian data yang selanjutnya akan diadakan evalusi secara langsung kepada perangkat desa. Program Sistem Informasi Desa akan dilauncing kepada masyarakat desa dengan cara sosialisasi melalui Rukun Tetangga atau Rukun Warga maupun karangtaruna. Hasil dari kegiatan pengabdian ini adalah perangkat desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik hingga terwujud good government dan membantu masyarakat desa setempat lebih mudah dalam melakukan pengurusan administrasi melalui Sistem Informasi Desa.  

Kata Kunci: Good Goverment, Good Governance, Sistem Informasi Desa.
PENDAHULUAN 
Kabupaten Tulungagung secara administratif terdiri atas 19 kecamatan, 14 kelurahan, dan 257 desa. Sebagai wilayah yang memiliki luas wilayah yang relatif besar pentingnya pemerintah pusat mendukung desa untuk memiliki Sistem Infomasi Desa (SID) guna menciptakan pemerintahan yang baik atau good goverment. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa banyak pemerintah daerah yang memanfaatkan e-government secara optimal untuk pelayanan publik. Walaupun pada penelitian-penelitian sebelumnya dinyatakan bahwa 85% implementasi E-government dinegara berkembang mengalami kegagalan baik dalam skala kecil maupun secara keseluruhan (Heeks, 2003).
Berdasarkan Undang-Undang ITE No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik bahwa setiap lembaga dituntut untuk mengimplementasikan e-government dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Inpres No. 3 tahun 2003 tentang penyelenggaraan tata kelola pemerintahan secara elektronis di Indonesia. Di Indonesia, desa merupakan bentuk pemerintahan administratif terkecil (Fitri & Asyikin, 2015). Desa memiliki tugas untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan penerapan e-government di Indonesia (Mayowan, 2016). Oleh karena itu desa dituntut dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengelola data administrasi kependudukan desa.

Upaya pemerintah dalam melakukan pembenahan wilayah ditingkat paling rendah seperti desa menjadi salah satu prioritas yang perlu diperhatikan. Perbaikan sistem informasi akan membantu dalam pengembangan pelayanan prima kepada masyarakat, memberikan kemudahan 

dalam mengakses informasi, dan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat (Hidayatulloh & Mulyadi, 2015). Sebagai daerah tingkat otonami daerah terkecil, desa merupakan bagian penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Hal tersebut karena desa bersentuhan langsung dengan masyarakat, utamanya dalam pelayanan publik. Namun kenyataanya tuntutan desa akan e-government berbanding terbalik dengan keterampilan aparatur desa yang justru rendah. Sistem pengelolaan arsip secara konvensional sampai saat ini digunakan memiliki resiko tinggi jika ada bencana alam seperti banjir dan kebakaran. Dengan demikian untuk membantu pelaksanaan pembangunan desa, diperlukan pendampingan SID yang akan disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional (Kamim, 2019). 

Berdasarkan UU Desa pasal 86 ayat 4, bahwa SID terdiri atas informasi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Pemerintah desa sebagai provider atau penyedia layanan SID yang sekaligus sebagai server yang mengatur serta mengontrol akses SID pada masyarakat. Maka dari itu SID merupakan suatu perangkat lunak yang dioperasikan dalam gawai dengan berbasis website. Hal ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam melek teknologi. Terdapat akun server yang dioperasikan oleh perangkat desa dan akun pengguna yang dioperasikan oleh penduduk desa (Dewi, 2011). Namun permasalahannya adalah kompetensi, kapabilitas dan jumlah Sumber Daya Manusia di Desa terbatas.

Perkembangan teknologi informasi dan komiunikasi saat ini telah berkembang sangat pesat, Bahkan teknologi informasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia saat ini (Wahyuningtyas & Adi, 2018). Oleh karena itu, SID diharapkan akan berperan sebagai alat olah data dan informasi berbasis TIK yang akan menjadi salah satu rujukan dasar dan pemberi fungsi layanan di tingkat desa. Olah data yang dimaksud akan berjalan baik dalam ranah offline maupun online. SID dalam ranah offline diwujudkan dalam sebuah jaringan data dan informasi di kantor desa. Sedangkan dalam ranah online, SID terbangun dan terhubung dalam jaringan berbasis internet yang menghubungkan desa dengan dunia luar.

Desa Gondosuli merupakan satu dari 257 desa yang berada di wilayah Kabupaten Tulungagung. Desa Gondosuli berada pada kecamatan Gondang yang terdiri dari 2 dusun, 4 RW dan 14 RT, serta memiliki jumlah penduduk sekitar 2.438 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 2019). Berkaitan dengan penduduk khususnya pada kantor Desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung teknologi system informasi desa sangat membantu dalam segala hal yang menyakut informasi pelayanan, dari prosedur pembuatan akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), hingga syarat-syarat nikah dan surat pindah. Desa Gondosuli saat ini adalah salah satu desa yang sudah memiliki Sistem Informasi Desa (SID) namun keberadaan Sistem Informasi Desa (SID) ini belum maksimal dalam pengelolaannya.

Untuk mewujudkan good government di pemerintahan desa Gondosuli, kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung sangat penting untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID) berbasis website. Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) di desa Gondosuli dimaksudkan untuk membantu perangkat desa mensosialisasikan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang mudah sehingga akan terwujud good government dan membantu masyarakat desa setempat lebih mudah dalam mengurus adminstratif di desa.
METODE 








Gambar 1. Alur pelaksanaan pengembangan Sitem Informasi Desa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi masalah untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan perncangan Sistem Informasi Desa (SID) dan materi pelatihan yang tepat untuk aparatur desa dalam pengabdian ini. Selanjutnya tim pengabdian melakukan survey ke kantor desa Gondosuli, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Kemudian tim melakukan proses wawanacara dan diskusi dengan pihak perangkat desa untuk identifikasi permasalahan yang ada dalam pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) di desa. 

Dalam pengabdian ini selanjutnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat yaitu dengan mengundang narasumber dari BPD Kabupaten Tulungagung dengan materi penginformasian Sistem Informasi Desa (SID) kepada masyarakat desa setempat.  Setelah terlaksananya sosialisasi selanjutnya dilakukan  TOT bagi Tim Teknis dari aparatur desa dengan didampingi DPMD setempat. Selain itu dalam pengabdian ini juga diadakan bimbingan teknis, pembibingan ini dalam bentuk penerapan pengisian data, setelah kegiatan tersebut selanjutnya akan diadakan evaluasi guna meningkatkan program menjadi lebih baik kedepannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Berdasarkan peraturan Bupati Tulungagung Nomor. 188.45/148/013/2015 tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Minapolitas Tulungagung 2015 bahwa Desa Gondosuli dinobatkan sebagai desa minapolitan. Artinya Desa Gondosuli menjadi desa penyanggah desa lain di Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung (Kurniawan, 2018).  Konsekuensi dari pernyataan tersebut yaitu Gondosuli harus menjadi percontohan bagi desa lainnya. Maka dari itu penerapan SID dapat menjadi solusi adaptif pemerintah desa terhadap perkembangan teknologi dalam hal pemerintahan dan layanan publik.  
Pelaksanaan pendampingan hingga launching ini merupakan bagian dari pengabdian mahasiswa yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2020, dengan kelompok sasaran perwakilan RT, RW, atau karangtaruna yang berasal dari setiap dusun yang ada di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. Pendampingan sistem informasi desa harus didukung dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah. Selain itu fasilitas penunjang yang dimiliki juga akan memberikan perbaikan dalam proses pelayanan melalui informasi (Sakir et al., 2019). Dari pendampingan tersebut telah dicapai hasil non-fisik berupa pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID). 
Hasil Pendampingan Non-Fisik

Tim pengabdian mahasiswa memberikan paparan materi penjelasan mengenasi Sistem Informasi Desa (SID) dengan pemanfaatan ketersediaan LCD yang ada di balai desa tempat pendampingan. Secara teknis pengabdian mahasiswa juga dibantu oleh mahasiswa yang sedang melaksanakan kelompok mahasiswa UM yang sekarang sedang melaksanakan KKN di Desa Gondosuli. Kemudian diteruskan dengan penjelasan dan pengoperasian cara menggunakan Sistem Informasi Desa (SID) pada peserta pendampingan.

Pendampingan yang pertama yaitu pendampingan dari kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung. Pada saat peserta pendampingan diberikan pendampingan SID tersebut, terlebih dahulu diberikan sosialisasi mengenai wilayah Desa Gondosuli yang terdiri dari beberapa dusun dan potensinya masing-masing oleh kepala desa. 

Pemanfaatan Sitem Informasi Desa (SID) dilakukan dengan cara digitalisasi data-data desa untuk memberikan layanan bagi masyarakat dengan cepat, tepat waktu, dan sesuai kebutuhan. SID diharapkan dapat membantu mempermudah pemerintahan desa dalam proses pencarian ataupun mendokumentasikan data-data milik desa. Maka dari itu, SID dinyatakan sebagai suatu rangkaian atau sistem mekanisme, prosedur, dan pemanfaatannya. Sehingga SID dapat mengelola sumber daya yang dimiliki oleh suatu desa sesuai dengan tujuan SID (Nuryanto, 2019). Dengan menggunakan bantuan handphone yang dibawa oleh masing-masing peserta, terlihat aktifitas para peserta secara individu dengan aktif mengikuti pendampingan pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID) (Gambar 1). Selama proses pendampingan masih terlihat adanya kesulitan dalam pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID) dengan baik dari beberapa peserta, sehingga masih diperlukan pendampingan secara individu. 
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Gambar 2. Peserta sedang mengikuti pendampingan pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID)

Tahapan kerja pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID) yang dilakukan peserta yaitu: (1) ketua RT memberikan username dan pasword pada pemohon surat untuk bisa masuk pada layanan Sistem Informasi Desa (SID). (2) pemohon masuk pada layanan Sistem Informasi Desa (SID), kemudian pilih pada menu dengan tahap urutan dimulai dari layanan surat, cetak surat, pilih jenis surat, buat surat, isi form, eskpor dokumen, dan kemudian pilih cetak. (3) selanjutnya file surat akan dikirim ke admin untuk meminta nomor surat, tanda tangan, dan stempel. (4) setelah diterima, admin akan memproses surat yang diajukan pemohon. (5) pemohon mengambil surat di balai Desa Gondosuli setelah surat jadi. 

Selama proses pendampingan pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID) membutuhkan waktu yang lama. Tingkat kesulitan yang terlihat pada peserta pendampingan yaitu pada tahapan masuk pada layanan Sistem Informasi Desa (SID), serta pada pilihan berbagai macam menu yang disediakan agar bisa memproses surat yang ingin diajukan. Setelah pendampingan Sistem Informasi Desa (SID) dilanjutkan dengan penjelasan dan bimbingan teknis oleh mahasiswa pengabdian mengenai cara permintaan atau cara permohonan surat pada layanan Sistem Informasi Desa (SID) kepada peserta yang masih mengalami kesulitan atau kendala dalam mengoperasikannya. Dengan demikian pentingnya pendampingan Sistem Informasi Desa (SID) harus dilakukan yaitu agar masyarakat setempat dapat mengakses informasi perkembangan desa setiap saat sehingga akan lebih efektif dan efisien lagi. Artinya SID merupakan sistem yang tepat guna karena mempermudah proses pengelolaan data desa (Fitri & Nugroho, 2017). Selain itu Sistem Informasi Desa (SID) dapat terus digunakan oleh perangkat desa untuk membagikan informasi ke masyarakatnya (Sakir, 2019)
KESIMPULAN 
Pertama, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pengopersian Sistem Informasi Desa (SID) bagi perwakilan RT, RW, atau karangtaruna di Desa Gondosuli Kecamatan Gondang Kabupetan Tulungagung. Kegiatan pengabdian ini bersifat Abdimas (pengabdian mahasiswa). Lingkup materi pendampingan berupa bimbingan teknis: (1) admin diberikan bimbingan teknis mengenai Sistem Informasi Desa (SID) untuk memasukkan database berdasarkan kartu keluarga. (2) validasi dibantu tim pengabdian mahasiswa  untuk mengecek ulang data yang sudah ada, menambah atau menghapus data kartu keluarga dengan berdasarkan situasi yang ada misalnya kematian atau kelahiran. (3) pembuatan username dan pasword. (4) pelaksanaan uji coba selama tiga hari dan setelahnya akan dilaksanakan evaluasi. (5) sosialisai dan launching program Sistem Informasi Desa (SID) melalui RT, RW, atau karangtaruna. 

Kedua secara khusus, keberhasilan kegiatan ini meliputi: (a) perwakilan RT, RW, atau karangtaruna peserta pendampingan telah dapat menjelaskan konsep pengoperasian website khususnya Sistem Informasi Desa (SID). (b) perwakilan RT, RW, atau karangtaruna peserta pendampingan telah memahami cara pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID) dengan baik dan benar. (c) perwakilan RT, RW, atau karangtaruna peserta pendampingan telah mampu memberikan arahan pada masyarakat yang ada di lingkungannya mengenai tahapan kerja pengoperasian Sistem Informasi Desa (SID). 

Saran kegiatan dari peserta pendampingan yaitu sudah bagus, penambahan pendampingan, waktu pendampingan perlu ditambah dan berkelanjutan. Pendampingan lebih dari satu hari, lebih mendetail penjelasannya. Saran materi yaitu materi perlu ditambah. Waktu pendampingan perlu kesabaran dan ketelatenan dan adanya penambahan pendamping.
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